
  

GUBERNUR GORONTALO 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 33 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) 

Mengingat 21. 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur, 

bahwa guna efektivitas perangkat daerah agar tepat fungsi 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan 
bangsa dan politik, maka terhadap Peraturan Gubernur 
Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo perlu 
dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat 
Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Provinsi Gorontalo: 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4060): 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

PERUNDANG UNDANGAN
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MENETAPKAN : 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Nomor 09). 

tentang 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

GORONTALO. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo. 

2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 

Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 

6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Gorontalo. 

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 

dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dipimpin 

oleh Kepala Badan. 

Pasal 3 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan 

politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology 

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik 

dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 

antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 

lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah 

provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 
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c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila 

dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku 

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 

fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah 

provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, 

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 

demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional 

dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah 

provinsi, 

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan 

bangsa dan politik provinsi, 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi 

Gorontalo terdiri atas: 

a. Kepala Badan, 

b. Sekretariat, 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Budaya, Agama, 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, 

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Badan 

Pasal 6 

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi 

daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi 

dibidang Kesatuan bangsa dan Politik yang berada dibawah tanggung 
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jawab Gubernur. 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 Kepala Badan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan kegiatan badan 

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang 

pembinaan politik, 

Cc. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang 

bina idiologi dan wawasan kebangsaan, 

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang 

ketahanan sosial dan ekonomi, 

e. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

dibidang fasilitasi pembinaan politik, bidang bina idiologi dan 

wawasan kebangsaan, serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan 

ekonomi, 

f. koordinasi, penyusunan kebijakan dan program dibidang 

kesatuan bangsa dan politik, 

g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan program 

kesatuan bangsa dan politik, 

h. pelaksanaan administrasi badan, 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 8 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan 

kepegawaian. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 9 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif dilingkungan badan kesatuan 

bangsa dan politik provinsi. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, 

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan  keprotokolan 
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di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, 

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan 

aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, 

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. 

Pasal 11 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program dan Anggaran, 

b. Sub Bagian Keuangan, dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 12 

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, 

pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, Sub Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan 

fungsi : 

a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana 

program kegiatan, 

b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan 

pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan, 

c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan 

rencana program Kegiatan, 

d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan 

anggaran tahunan, 

melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung, 

f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, 

g. menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan 

penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program 

Kegiatan, dan 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 
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Pasal 14 

Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan 

keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan 

pembukuan. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

v 
MD

 
AN

 
pp menatausahakan pengelolaan keuangan, 

menghimpun dan mengolah data keuangan, 

menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban SKPD, 

meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, 

menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan, 

menyiapkan dan menerbitkan SPM, 

mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD 

melalui bendahara pengeluaran, 

mengelola pembayaran gaji pegawai, 

mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bendahara pengeluaran, 

membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, 

penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ, 

membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan 

definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah 

Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi 

pembayaran per nomor kontrak, 

membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan 

akuntansi: 

mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan 

pengawasan dan pengendalian, 

secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan 

melaporkan kepada BUD serta PA, 

menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan 

laporan keuangan, 

menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan 

perubahan anggaran, dan 

pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 16 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan 

urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan 

masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta 

pengelolaan kepegawaian. 
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Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas 

unit, 

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas unit, 

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas unit, 

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian, 

f. mengelola administrasi kepegawaian melalui DUK dan 

Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian: 

g. mengkolsuktasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut, 

h. mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan para kepala sub 

bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi, 

j. meemelihara, mengendalikan dan memanfaatkann barang 

investaris, 

k. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan 

dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 

Pasal 18 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 

bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan. 

Pasal 19 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan tugasnya 
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menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi, 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah provinsi, 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, 

sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan diwilayah provinsi, 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, 

sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan di wilayah provinsi, 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 

kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di 

wilayah provinsi,dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 20 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama terdiri atas: 

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan 

b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama. 

Pasal 21 

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas 

melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, 

pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, 
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pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan 

dan karakter bangsa. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

b. merumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi 

dan wawasan kebangsaan, 

c. melakukan koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah 

kebangsaan dan karakter bangsa. 

Pasal 23 

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas 

melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, 

pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 

menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

b. merumuskan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya, 

c. melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. 

Bagian Keempat 

Bidang Politik Dalam Negeri dan 

Organisasi Kemasyarakatan 

Pasal 25 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum 

kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 
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pengawasan ormas dan ormas asing. 

Pasal 26 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 

pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah 

provinsi, 

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 

ormas asing di wilayah provinsi, 

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi 

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing 

di wilayah provinsi, 

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi 

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing 

di wilayah provinsi, 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, 

pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Pasal 27 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri 

atas: 

a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri, 

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan:. 

Pasal 28 

Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan program, perumusan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 

pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

b. perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik dan peningkatan demokrasi, 

c. memfasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta 

pemantauan situasi politik. 

Pasal 30 

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan 

penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran 

ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing. 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Organisasi 

Kemasyarakatan 

c. melakukan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 

asing. 
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Bagian Kelima 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik 

Pasal 32 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik. 

Pasal 33 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam 

melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 

konflik di wilayah provinsi, 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 

konflik di wilayah provinsi, 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 

wilayah provinsi, 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 

wilayah provinsi, 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 

antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 

penanganan konflik di wilayah provinsi,dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 34 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas: 

a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, 
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b. Sub Bidang Penanganan Konflik. 

Pasal 35 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas 

melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan. 

Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen 

menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, 

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, 

c. melakukan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, 

d. melakukan pemantauan Lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan. 

Pasal 37 

Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang penanganan konflik. 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,: 

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan 

konflik. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 39 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 40 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin 

unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan 

pejabat Pengawas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dengan 

instansi lain diluar lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 42 

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas 

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 

a. bertanggung jawab memimpin dan  mengkoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan 

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan 

pejabat pengawas dibantu oleh bawahanya dan dalam rangka 

pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib 

mengadakan rapat berkala. 

Pasal 44 

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing 
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dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 45 

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan 

pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 

BAB VII 

ESELON, PENGANGKATAN 

DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 46 

(1) Kepala badan merupakan jabatan merupakan jabatan eselon 

Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIla atau 

jabatan administrator. 

(3) Kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 

pengawas. 

Pasal 47 

(1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur. 

(2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang 

oleh Gubernur Provinsi Gorontalo. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN — LAIN 

Pasal 48 

Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan 

yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap 

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya 

jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan 

Gubernur ini. 

  T 
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SASX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Togas dan 

Fungsi Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik Provinsi Gorontalo (Serita 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
oada tanggal 2021 

l!) l!) DITANDA TANGANI SECARA
' ELEKTRONIK OLEH : 

, B.ta, r...; Sertthk,H1 

, Et�ktromlc 

RUSU HABIBIE 
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Diundangkan di Gorontalo,

pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 33

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas dan 

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo (Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 5 Juli 2021. 

Ang DITANDA TANGANI SECARA 
Dn» 

ELEKTRONIK OLEH :    Shofa 

RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 
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BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 33 
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